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ABSTRAK 
 
       Adelia Niena Endrastuti.PERANAN BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIAL ( BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA 
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PENDIDIK 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN BREBES. 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal, 2020.  
 
       Perlindungan hukum ketenagakerjaan sangat berperan penting dalam 
melindungi tenaga kerja termasuk tenaga pendidik sekolah menengah pertama 
swasta. Termasuk peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) 
ketenagakerjaan dalam berperan sebagai pemberi jaminan sosial sesuai dengan 
aturan yang berlaku.  
Penelitian ini bertujuan:(1)Untuk mengkaji dan memahami Peranan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka 
memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik di Sekolah Menengah 
Pertama Swasta di Kabupaten Brebes.(2) Untuk mengkaji dan memahami Upaya-
upaya apa saja dalam mendaftarkan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama 
Swasta di Kabupaten Brebes dalam program BPJS Ketengakerjaan.   
 
        Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara Yuridis 
Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan 
melalui wawancara, serta observasi yang kemudian akan dianalisis dengan metode 
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan sangatlah penting bagi tenaga pendidik 
sekolah menengah pertama swasta dikabupaten brebes sebagai pemberi jaminan 
sosial. 
 
       Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  
Kata Kunci: Peranan, BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga pendidik. 
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ABSTRACT 
 
       Adelia Niena Endrastuti. THE ROLE OF EMPLOYEE SOCIAL SECURITY 
(BPJS) IN THE ORDER OF THE BREBES DISTRICT. Thesis. Tegal: Law 
Study Program, Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal, 2020. 
 
       The protection of labor law plays an important role in protecting the 
workforce, including private secondary school teaching staff. Including the role of 
the Managing Social Security Organizing Agency (BPJS) in the role of providing 
social security in accordance with applicable regulations. 
This study aims: (1) To study and understand the Role of the Manpower Social 
Security Organizing Agency (BPJS) in the context of providing Legal Protection 
for Educators in Private Secondary Schools in Brebes Regency (2) To study and 
understand any efforts in register Private Junior High School Educators in Brebes 
Regency in the Employment BPJS program. 
        This research uses a juridical empirical research approach. Source of data 
used are Primary data collected through interviews, and observations which will 
then be analyzed by qualitative methods. The results of this study indicate that the 
role of the Social Security Organizing Board (BPJS) of Employment is very 
important for private secondary school educators in the Brebes district as social 
security providers. 
       Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty 
of Law, University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: Role, BPJS Employment, Educators. 
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MOTTO 
“ No matter what your religion, no matter what race , no matter what you are, you 
can always believe. Its all about positive, its all about believe in something great, 
believe in higher power, believe in yourself, believe that you can do anything if  
you set your mind to it “ 
- Adelia niena endrastuti –  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
       Konsep Tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja 
yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun.
1
Tenaga kerja yang 
terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin 
kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga 
kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan 
pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat 
pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang 
sesuai atas apa yang telah di kerjakannya.
2
 
       Dalam pelaksanaan pembangunan suatu Negara, tenaga kerja memiliki 
peranan dan arti yang penting.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 
melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
3
 
       Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 
merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa 
kerja. 
4
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa hal-hal yang wajib didapat oleh 
                                                             
1
 Ahmad Soleh, “Masalah Ketenagakerjaan dan Penganggurn di Indonesia”,Jurnal Ilmiah Cano 
Ekonomos, Volume , Nomor 2, Juli, 2017, hlm. 84. 
2
 Zainal Asikin, et al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002, 
Cet.4, hlm.77. 
3
 Andi Hamzah, Hukum Ketenagakerjaan diIndonesia, Jakarta;Rineka Cipta, 2001, hlm.129. 
4
 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor;Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5. 
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pekerja diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.Dari fase sebelum 
memperoleh kerja yakni berupa informasi lowongan sampai pada masa bekerja 
dan bahkan setelah bekerja. 
       Manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan 
dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia 
menghadapi ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni 
yang selalu menimbulkan kerugian.Ketidakpastian murni yang sering disebut 
dengan risiko.
5
 
       Ketentuan ini lahir sebagai usaha pemerintah menegakkan jaminan kepastian 
bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 
layak, sesuai dengan kemanusiaan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 ayat (2) dan 28 ayat (2)).
6
 
        Pada Era yang semakin maju ini, seseorang dituntut untuk selalu mengikuti 
jaman yang berdampak pada peningkatakan biaya hidup seseorang.Dengan 
desakan serta bayangan ekonomi yang semakin melunjak, tak banyak dari para 
pekerja memutuskan untuk melakukan pekerjaan atas keterpaksaan kondisi. Hal 
ini yang membuat peraturan perlindungan hukum sangat berperan penting untuk 
membatasi pengusaha sehingga tidak akan semena-mena pada para pekerjanya. 
       Selain mengacu pada perlindungan hukum Ketenagakerjaan, muncul pula 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) yang merupakan Transformasi dari 
JAMSOSTEK. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( atau selanjutnya disebut 
BPJS) Ini terbagi menjadi dua yaitu : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
                                                             
5
 Djojosoedarso, Prinsip-prinsip resiko dan asuransi, Jakarta;Salemba empat, t.t, hlm. 32. 
6
Agusmidah, Op.cit. hlm.62. 
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       Adapun Tugas yang dibebankan kepada BPJS kesehatan dijabarkan dalam 
pasal 6 ayat (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2) 
huruf a menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. Ayat (2) BPJS 
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) b menyelengarakan 
program : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja 
b. Jaminan Hari Tua 
c. Jaminan Pensiun 
d. Jaminan Kematian7 
Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia 
memiliki kehidupan yang tidaklah abadi.Kehidupan manusia dapat diibaratkan 
seperti magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan.Dimana hal 
tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian
8
. 
Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh 
masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa 
tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-
peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian 
besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan mendis dan/atau jaminan 
keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta 
jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.
9
 
                                                             
7
 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Bandung:Nuansa Aulia, 2014, Cet. 1, hlm. 111. 
8
 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta;PT.Rajawali, 2008, 
Cet.1, hlm. 2. 
9
 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaanya , Jakarta :Mutiara, 1989, Cet. 1, hlm. 
29. 
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       Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial dalam pasal 4 (b) menyebutkan bahwa prinsip dari Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( atau selanjutnya disebut BPJS) Adalah Nirlaba. 
Nirlaba sendiri berartikan adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk kegiatan sosial 
tanpa mengambil laba atau keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini dapat 
dipahami bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakah sebuah 
wadah yang tepat untuk masyarakat khususnya yang telah melakukan bekerja 
dalam mengntisipasi atas resiko-resiko kerja yang mungkin akan terjadi sehingga 
tidak akan mengalami kesulitan apabila suatu saat kecelakaan kerja itu terjadi. 
Meski demikian, banyak dari masyarakat yang menjadikan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) ini justru sebuah momok yang menakutkan dengan 
asumsi-asumsi mereka yang belum pasti kebenarannya. Tak jarang dari  
masyarakat atau tenaga kerja yang beranggapan bahwa Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial ini hanya akan mengurangi penghasilan dari upah mereka 
sehinggga mengabaikan pentingnya Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( 
BPJS ).  
       Dalam meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan , Tenaga Pendidik Sekolah 
Menengah Pertama Swasta juga mempunyai peranan penting sebagai  Pendidik 
yang telah berupaya serta mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa 
sehingga Pendidik  Sekolah Menengah Pertama Swasta juga harus dilindungi hak-
haknya. Oleh Karena itu, demi kemajuan dunia Pendidikan, Tenaga Pendidik juga 
sudah selayaknya terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya 
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan.   
5 
 
 
       Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Brebes 
belum semua terdaftar sebagai peserta Jaminan sosial bahkan mengabaikan 
Peranan Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS)  Ketenagakerjaan. 
Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna 
menyusun skripsi dengan judul “PERANAN BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIAL (BPJS ) KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA 
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PENDIDIK  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN BREBES”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
       Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan permasalahan yang diajukan 
dalam penelitian ini, adalah: 
1. Bagaimana Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) 
Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum bagi 
Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten 
Brebes? 
2. Upaya-upaya apa agar Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama 
Swasta di Kabupaten Brebes di daftarkan dalam Program BPJS 
Ketenagakerjaan? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui dan memahami Peranan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan Perlindungan 
6 
 
 
Hukum bagi Tenaga Pendidik di Sekolah Menengah Pertama Swasta di 
Kabupaten Brebes. 
2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya-upaya apa saja dalam 
mendaftarkan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta di 
Kabupaten Brebes dalam program BPJS Ketengakerjaan. 
 
 D. MANFAAT PENELITIAN 
       1.  Manfaat Teoritis  
       Sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi 
mahasiswa, akademisi ataupun masyarakat umum, dan sebagai upaya 
untuk menambah pengetahuan mengenai Peranan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik sekolah menengah 
pertama swasta serta upaya yang dilakukan dalam mendaftrakan Tenaga 
Pendidik dalam Program Ketenagakerjaan. Selain itu,  memberikan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan Hukum 
Ketenagakerjaan pada khususnya. 
       2. Manfaat Praktik 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan 
sumbangan ilmu bagi tenaga kerja atas peranan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan 
Ketenagakerjaan bagi para tenaga pendidik sekolah menengah pertama 
swasta melalui program yang dijaminkan serta upaya yang dilakukan 
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dalam mendaftarkan Tenaga Pendidik dalam Program Ketenagakerjaan 
sehingga diharapkan dapat  menjadi solusi yang tepat bagi para tenaga 
kerja khususnya Tenaga Pendidik Sekolah Swasta dalam  memenuhi 
kewajibannya khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan 
  E.  TINJAUAN PUSTAKA 
       Tinjauan Pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada 
pembaca bahwa hasil penelitian lain berkaitan erat dengan penelitian yang akan 
dilakukan , menghubungkan penelitian dengan literature-literatur yang ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
10
 
Berikut beberapa judul penelitian dahulu yang relevan : 
1. Skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang 
Tidak Didaftarkan Oleh Pt Karsa Utama Sebagai Peserta Bpjs 
Ketenagakerjaan” yang ditulis pada tahun 2016. Oleh Iswan Suaiba yang 
merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Gorontalo.
11
 
2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang 
Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Bpjs 
(Studi Kasus Pada Hotel Mercure Resort Sanur)” yang ditulis pada tahun 
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2017. Oleh Indriana Nodwita Sari yang merupakan mahasiswa dari 
Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
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3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program 
Bpjs Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus Po.Pansa” yang 
ditulis pada tahun 2016. Oleh Raden Roro Ade Rosantria Staffi yang 
merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.
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Perbedaan dan persamaan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan 
penelitian yang akan di lakukan oleh penulis pada dasarnya terletak pada 
subyek penelitian itu sendiri dan badan penyelenggara jaminan sosial ( 
BPJS ) Ketenagakerjaan yang mana seharusnya menjadi kewajiban bagi 
sang pemberi kerja kepada pekerja untuk mendaftarkan para pekerjanya 
dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pada penelitian yang akan 
dilaksanakan adalah akan mengkaji, pertama, Peranan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka 
memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik sekolah menengah 
pertama swasta di kabupaten Brebes. Kedua, Upaya-upaya apaagar Tenaga 
Pendidik Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Brebes di 
daftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan 
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  F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field 
research).Penelitian lapangan yaitu pencarian data dilakukan langsung 
dilapangan atau dilokasi penelitian.
14
Pengambilan jenis penelitian ini 
dikarenakan hasil data-data yang diperoleh berasal dari lapangan. 
2. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah  penelitian disamping 
menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan 
dilapangan.
15
pendekatan ini dilakukan karena selain melihat pada 
peraturan yang berlaku, namun juga melihat kenyataan di masyarakat. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 
empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat
16
 
sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 
                                                             
14
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15
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1990, hlm. 34 
16
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kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
17
 
4. Metode pengumpulan data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu
18
. Dalam penelitian ini 
wawancara akan di lakukan untuk mendapatkan data-data mengenai 
Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
Wawancara akan dilakukan melalui beberapa narasumber antara lain : 
1. Pimpinan cabang BPJS Ketenagakerjaan Brebes 
2. Perwakilan Sekolah Menengah Pertama PGRI Brebes 
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan 
Umat 
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Brebes 
5. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama NU Terpadu Brebes 
6. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Pusponegoro Brebes 
b. Observasi 
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       Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan pada kantor Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan. 
c. Studi dokumen  
Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk 
melengkapi penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
5. Metode Analisa Data 
       Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu mencari 
dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian 
dengan landasan teori yang ada yang dipakai sehingga memberikan 
gambaran-gambaran konstruksi mengenai permasalahan yang diteliti
19
 
hasil penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan 
dengan peraturan yang ada. 
G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut : 
       Bab I Pendahuluan, yang meliputi tentang :latarbelakang,rumusan 
masalah, tujuan   penelitian,manfaat penelitian, tinjauan pustaka,  metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
                                                             
19
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20 
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       Bab II  Tinjauan Pustaka, berisi tentang : Pengertian Perlindungan 
Hukum, Dasar Hukum Perlindungan Hukum, macam-macam perlindungan 
hukum, Pengertian Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja, 
Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Tugas dan wewenang 
BPJS, serta Hak dan Kewajiban BPJS 
      Bab III  hasil penelitian dan pembahasan mengenai : 
a. Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik 
sekolah menengah pertama swasta di kabupaten brebes 
b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendaftarkan Tenaga Pendidik 
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan 
       Bab IV berisi Penutup yang terdiri dari : (a) kesimpulan dan (b) saran 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
1. Perlindungan Hukum 
a. Pengertian Perlindungan Hukum 
       Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan 
hukum.Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang 
memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak 
dan kewajiban).
20
 Perlindungan Hukum juga diartikan sebagai segala daya 
upaya yang dilakukan secara sadar baik oleh setiap orang maupun lembaga 
pemerintah, swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, 
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak 
asasi yang ada.
21
 
Secara umum, Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan 
hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
22
 
1. Perlindungan hukum preventif 
       Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan 
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan 
pemerintah mendapatbentuk yang defmitive.Dalam hal ini artinya 
perlindungan hukum yang preventif inibertujuan untuk mencegah 
terjadinya sengketa.Perlindungan hukum yang preventifsangat besar 
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artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak 
karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 
pemerintahterdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil 
keputusan.Menurut PhilipusM.Hadjon preventif merupakan keputusan 
keputusan dari aparat pemerintah yanglebih rendah yang dilakukan 
sebelumnya.Tindakan preventif adalah tindakanpencegahan.
23
 
2. Perlindungan hukum represif 
       Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang 
diberikan setelah adanya sengketa.Perlindungan hukum represif ini 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
       Menurut Imam Soepomo, perlindungan tenaga kerja menjadi 3 (tiga) 
macam yaitu : 
a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja 
mengenyam dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota 
keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja. 
b. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha-usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan 
saat bekerja. Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja. 
c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatupenghasilan 
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yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.Ketiga perlindungan 
jenis ini disebut jaminan sosial
24
 
b. Dasar Hukum Perlindungan Hukum 
Dalam prinsipnya, dasar perlindungan hukum berpijak pada 
pancasila.Selain bersumber dari pancasila, perlindungan hukum juga 
bersumber pada prinsip Negara hukum. 
Adapun Perlindungan Hukum berdasar pada: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1) 
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) 
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 
c. Macam-macam Perlindungan Hukum 
Ada beberapa Perlindungan Hukum yang telah di atur Undang-undang 
Ketenagakerjaan dalam beberapa pasal sebagai berikut : 
1. Perlindungan Upah 
Upah merupakan imbalan yang diberikan pengusaha kepada 
pekerja/ buruh yang diterima dalam bentuk uang. Upah dapat 
diberikan setiap jam untuk pekerja tiap jam, diberi upah harian 
untuk pekerja harian, diberi upah mingguan untuk pekerja 
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seminggu dan diberi upah bulanan untuk pekerja perbulan. 
Pemberian upah pada pekerja harus layak. Upah layak merupakan 
penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar 
karyawan dan keluarganya. Ini berarti bahwa pekerja mendapat 
uang yang cukup untuk membayar makanan, perumahan, pakaian 
dan layanan yang sangat diperlukn lainnya seperti transportasi, 
kesehatan, dan pendidikan anak-anak.
25
 
        Bank dunia, OECD, ILO, dan PBB mengakui upah layak 
menjadi hak asasi manusia. Setiap individu yang bekerja untuk 
hidup harus memiliki hak untuk penghasilan yang mengamankan 
dia dan keluarganya dalam standar hidup yang layak, dalam hal 
makanan, perumahan, sandang, pendidikan kesehatan, dan sarana 
kebutuhan hidup lainnya. 
26
 
Adapun beberapa jenis sistem pemberian upah antara lain : 
1. Upah yang dikenakan potongan 
Upah juga dapat dikenakan potongan (payment by result )yang 
biasanya digunakan untuk mengganti sistem , upah jangka 
waktu dimana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan 
atau tidak memenuhi target yang telah di sepakati, maka 
upahnya dipotong. 
2. Upah permufakatan 
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Upah permufakatan, upah semacam ini pada dasarnya adalah 
upah pemotongan yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu 
misalnya pembuatan jalan , pembuatan rumah dan lain-lainnya 
dengan terlebih dahulu dibicarakan antara buruh dengan 
majikan. 
3. Upah Skala berubah 
Skala upah yang berubah adalah hubungan antara upah dengan 
hara penjualan hasil perusahaan.Cara semacam ini dapat 
dilakukan oleh perusahaan yang harga barang dari hasil 
perusahaannya untuk baian terbesar atau seluruhny tergantung 
pada hara barang dari hasil perusahaannya untuk bagian 
terbesar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran diluar 
negeri. 
4. Upah indeks 
Upah indeks adalah upah yang bergantung pada naik/ turunnya 
biaya penghidupan. 
5. Upah pembagian keuntungan  
Upah pembagian keuntungan adalah upah yang diterima pada 
waktu-waktu tertentu bilamana majikan mendapat keuntungan 
yang cukup besar maka diberikan kepada buruhnya sebagian 
dari keuntungan ( bonus). 
6. Upah co-Partnership 
18 
 
 
Upah co-Partnership adalah sistem dimana buruh dengan jalan 
menabun diberi kesempatan menjadi persero dalam 
persuahaan.
27
 
Perlindungan upah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  Pasal 88 menyatakan 
bahwa : 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k.upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
       Karena tenaga kerja berhak atas upah, perlu dipahami bahwa 
komponen upah merujuk pada pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun 
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2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari upah  pokok, tunjangan 
tetap, maka besarnya upah pokok dan tunjangan sedikit-dikitnya 75 % 
dari upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini 
adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan 
tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi  kerja 
contohnya : tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan 
keluarga , tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan 
makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena 
penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.
28
 
       Upah yang diberikan harus berdasarkan UMK.( Upah minimum 
kabupaten.) Upah Minimum Kabupaten/ Kota adalah upah minimum 
yang berlaku di daerah kabupaten/kota.Penetapan Upah Minimum 
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus 
lebih besar dari upah minimum Provinsi.
29
 
2. Perlindungan Keselamatan dan kesehatan Kerja  
       Keselamatan kerja ialah keselamatan yang berhubungan dengan 
mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan 
tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. 
Objek keselaamatan kerja adalah segala tempat kerja, bik di darat, 
dalam tanah, dipermukaan air, didalam air, maupun di udara. 
       Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan 
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agar tenaga kerja memperoleh kesehatan yang sempurna baik fisik, 
mental maupun sosial, sehingga memungkinkan tenaga kerja dapat 
bekerja secara optimal.Upaya keselamatan dan kesehatan kerja 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan pecegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat 
kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
30
 
Perlindungan sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 yang 
menyebutkan bahwa: 
(1)  Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; dan 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama. 
 
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
3. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Perlindungan Jaminan Sosial 
yang 
wajib didapatkan oleh tenaga kerja sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 99 
yang menyebutkan bahwa : 
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(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 
jaminan sosial tenaga kerja. 
 
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
4. Perlindungan Norma Kerja 
Perlindungan norma kerja merupakan hal yang dimaksudkan 
adalah untuk memberikan kepastian hak dari pekerja. Diantaranya : 
a. Waktu Kerja , diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan 
Nomor 13 Tahun 2003 pasal 77 yang menyebutkan bahwa: 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
 
(2)  Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
 
(3)  Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
 
(4)  Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan 
Menteri. 
 
b. Mengaso, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  pasal 78 yang 
menyebutkan bahwa: 
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi 
syarat: 
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
22 
 
 
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) 
jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) 
minggu. 
 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah 
kerja lembur. 
 
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
 
c. Masa istirahat (cuti), sebaaimana diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  pasal 79 
yang menyebutkan bahwa: 
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 
pekerja/buruh. 
 
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat 
tersebut tidak termasuk jam kerja; 
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 
(satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu; 
c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; dan 
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 
(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) 
tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan 
ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat 
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku 
untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 
 
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama. 
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(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan 
tertentu. 
 
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
d. Melaksanakan ibadah, sebagaimanadiatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  pasal 80 
yang menyebutkan bahwa Pengusaha wajib memberikan 
kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
e. Masa haid, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  pasal 81 yang 
menyebutkan bahwa : 
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit 
dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua pada waktu haid. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. 
f. Cuti hamil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  pasal 82 yang 
menegaskan bahwa : 
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 
selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan 
anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 
perhitungan dokter kandungan atau bidan. 
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran 
kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) 
bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan 
atau bidan. 
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g. Cuti menyusui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 83 yang 
menyebutkan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang 
anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja. 
5. Hak Tunjangan Hari Raya ( THR ) 
       Tunjangan Hari Raya ( THR ) adalah salah satu hak yang 
diterima oleh karyawan. Menurut peraturan Menteri tenaga kerja 
no.94/1994, THR di berikan kepada karyawan dengan status 
apapun ( kontrak, tetap, atau percobaan ) dengan masa kerja lebih 
dari 3 bulan. Karyawan yang bekerja kurang dari tiga bulan tidak 
wajib diberikan THR.THR hanya di berikan sekali dalam 
setahun.
31
 
       Bagi yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, THR yang 
diterima sama dengan gaji selama satu bulan. Sedangkan mereka 
yang bekerja di bawah 12 bulan, THR dihitung dengan menghitung 
masa kerja dibagi dua belas dan dikali gaji satu bulan ( masa kerja / 
12 x gaji sebulan ).
32
 
6. Tunjangan tetap bagi karyawan 
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 Indra Yana, Hak dan kewajiban Karyawan, Jakarta;Raih Asa Sukses, 2010, hlm.125. 
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       Tunjangan tetap merupakan salah satu komponen penghasilan 
yang diharapkan oleh seorang karyawaan. Mendapatkan tunjangan 
tetap berarti penghasilan bulanan karyawan juga akan bertambah. 
Meskipun demikian, tunjangan tetap di sebuah perusahaan 
berbedaa dengan perusahaan lainnya.Perbedaan tersebut 
bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
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7. Tunjangan kehadiran untuk karyawan 
       Tunjangan kehadiran ini jumlahnya bervariasi, tergantung 
tingkat kehadiran dari sang karyawan. Semakin rajin karyawan 
maka makin menggemuklah pundi-pundi upanya.
34
 Tunjangn 
kehadiran untuk karyawan ini tidak selalu ada pada sebuah 
perusahaan karena bentuk tunjangan ini bergantung pada kebijakan 
masing-masing dari perusahaan sehingga antara perusahaan satu 
dan lainnya memiliki bentuk tunjangan tidak tetap yang berbeda. 
8. Pengawasan ketenagakerjaan 
       Pengawasan ketenagakerjaan adalah segala tindakan dan 
perbuatan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kesehatan 
kerja, keamanan kerja , pelaksanaan peraturan perlindungan kerja 
seperti waktu kerja, waktu istirahat , k3, dan sebagainya. 
Pengawasan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari 
pemerintah , asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh , dan 
sebagainya. 
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       Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan tentang 
pengawasan tenaga kerja yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1948 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951.
35
 
2. Tenaga Kerja 
a. Pengertian Tenaga Kerja 
Tenaga kerja (man power) terdiri dari : 
1. Angkatan kerja. 
Angkatan kerja merupakan penduduk, baik perempuan maupun 
laki-laki dalam usia produktif atau (usia kerja) yang berumur 15-64 
tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan (menganggur). 
Angkatan kerja termasuk bagian dari tenaga kerja. 
2. Bukan angkatan kerja. 
Bukan angkatan kerja adalah pendudukyang berumur 10 tahun 
keatas yanng masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau 
lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak termasuk 
kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
36
 
Angkatan kerja atau labour force, terdiri atas : 
1. Golongan yang bekerja dan 
2. Golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. 
Kelompok bukan angkatan kerja,terdiri atas : 
1. Golongan yang bersekolah 
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 Kartika Sari, et al., Ketenagakerjaan, Klaten; Cempakaputih, 2015,  hlm. 3.  
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Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya 
bersekolah. 
2. Golongan yang mengurus rumah tangga 
Golongan yang mengurusrumah tangga adalah mereka yang 
mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. 
3. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan  
Golongan dalam lain-lain ini ada dua macam yaitu : 
1. Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak 
melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh 
pendapatan seperti tunjanan pensiun, bunga atas simpanan uang 
atau sewa atas milik 
2. Mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain, contohnya 
karena lanjut usia , cacat atau sakit kronis. 
       Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali 
mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain , sewaktu-waktu dapat 
menawarkan jasanya untuk bekerja oleh sebab itu, kelompok ini sering 
disebut sebagai Potential labour force (PLF). 
               Jadi tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai 
angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan 
angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja 
(pengangguran).
37
 
       Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjan 
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menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” 
Pengertian pekerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 
Ketenagakerjaan adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 
b. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 
       Adapun hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 
1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik 
sesuai dengan minat dankemampuan tenaga kerja yang 
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang 
cacat.  
      2. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat 
serta kemampuannya melalui pelatihan kerja. 
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan 
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di 
tempat kerja. 
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4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak 
atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau 
lembaga sertifikas  
5. setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 
untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 
memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 
6.Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, 
dan berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah 
yang diwajibkan oleh agamanya. 
7. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan 
sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja 
pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 
8. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum 
dan sesudah melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran 
kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan 
kandungan. 
9. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan Atas : 
a. keselamatan dan kesehatan kerja;  
b. moral dan kesusilaan; dan  
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
sertanilai- nilai agama. 
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10. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya 
pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya 
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya 
secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, 
kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 
11. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh 
jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya. 
12. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 
serikat pekerja/serikat buruh. 
13. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak 
melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan 
damai apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian 
hubungan industrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau 
melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan 
buntu.
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Sedangkan menurut Ridwan Halim hak tenaga kerja yaitu : 
1. Imbalan kerja ( gaji, upah atau sebagainya ) sebagaimana telah 
diperjanjikan setelah ia melakukan kewajibannya. 
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2. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang 
menurut perjanjian akan diberikan oleh majikan atau 
perusahaan kepadanya. 
3. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan 
penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia. 
4. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-
kawannya dalam tugas dan pembagiannya masing-masing 
dalam angka perbandingan yang sehat. 
5. Jaminan kehidupannya yang wajar dan layak dari pihak 
majikan. 
6. Jaminan perlindungan keselamatan diri dan kepentingannya 
selama hubungan kerja berlangsung 
7. Penjelasan dan Kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada 
majikan atau perusahaan
39
 
Adapun kewajiban-kewajiban pekerja/buruh adalah sebagai 
berikut: 
1. Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang 
telah disepakati oleh para pihak. Dalam melaksanakan isi 
perjanjian, pekerja melakukan sendiri apa yang menjadi 
pekerjaannya. Akan tetapi, dengan seizin pengusaha/majikan 
pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain. 
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2. Wajib menaati aturan dan petunjuk dari pengusaha/majikan. 
Aturanaturan yang wajib ditaati tersebut antara lain dituangkan 
dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Perintah-
perintah yang diberikan oleh majikan wajib ditaati pekerja 
sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, undang-undang dan 
kebiasaan setempat. 
3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda apabila 
pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan atau 
karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, 
kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan 
atau merugikan majikan, maka atas perbuatan tersebut pekerja 
wajib menanggung resiko yang timbul. 
4. Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik. Pekerja 
wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang 
tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun 
dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja juga wajib 
melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan 
menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan, maupun 
kebiasaan. 
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3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
a. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) 
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       Menurut pengertian imam soepomo, Jaminan Sosial adalah 
pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak 
melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income 
security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar 
kehendaknya.
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       Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam 
ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang BPJS adalah badan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial.Pelaksanaan program jaminan sosial merupakan salah satu tugas 
serta tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan sosial 
ekonomi kepada Tenaga kerja demi terciptanya kemanusiaan yang adil 
dan beradab serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial atau selanjutnya disebut BPJS ini 
terbagi menjadi dua yaitu: 
1. BPJS Kesehatan dan, 
2. BPJS Ketenagakerjaan. 
       Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial pada  pasal 14 menyebutkan „Setiap 
orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di 
Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”. Hal ini 
dimaksudkan bahwa kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan adaah wajib 
bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. 
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Dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat 4 program yaitu : 
1. Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) 
       Berdasarkan pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
menyebutkan, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat 
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, 
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 
rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 
Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat 
unsure ruda paksa yaitu cidera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa 
atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain). 
       Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK) yang ditanggung oleh 
BPJS Ketenagakerjaan antara lain : Biaya pengangkutan, Biaya 
pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, biaya rehabilitasi berupa 
alat bantu atau alat ganti dengan maksimal 140% dari patokan harga yang 
ditetapkan oleh pusat rehabilitasi RSU Pemerintah, biaya rehabilitasi 
medik, biaya penggantian gigi tiruan maksimum Rp.3.000.000, santunan 
berupa santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), santunan catat, 
total, sebagian dan berkurang fungsi serta santunan kematian. 
       Perawatan yang diberikan tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan, 
untuk Santunan STMB atau santunan sementara tidak mampu bekerja 
diberikan selama 12 bulan pertama dengan 100% dan seterusnya hingga 
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sembuh 50%. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja diberikan selama 
48x upah apabila meninggal dan 56x upah apabila mengalami cacat total. 
Beasiswa untuk dua anak bagi peserta yang meninggal/cacat total tetap 
dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan 89 jenis sesuai Perpres No 7 
tahun 2019. 
2. Jaminan Hari Tua ( JHT ) 
       Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem 
jaminan sosial nasional, Pada pasal 35 sampai dengan pasal 38 Prinsip dari 
Jaminan Hari tua adalah “ tabungan untuk bekal hari tua” yang merupakan 
akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Hal ini dapat di berikan secara 
sekaligus maupun berkala serta dapat menjadi manfaat subsidi bunga 
perumahan. 
Dana dari Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada tenaga kerja apabila : 
1. Sudah mencapai usia pensiun 56 Tahun 
2. Mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya 
3. Meninggal dunia 
4. Mengundurkan diri dan terkena PHK 
5. Meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya ( pindah 
kewaranegaraan untuk WNI dan kembali ke Negara asal untuk WNA) 
Manfaat dari Jaminan Hari Tua dapat diambil sebagian sebelum mencapai 
usia 56 Tahun jika kepersertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Diambil max 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun. 
2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan. 
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3. Jaminan Pensiun ( JP ) 
       BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk menyelenggarakan Program 
Jaminan Pensiun sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) pasal 6 ayat (2) dan Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Jaminan 
pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang 
memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli 
waris bagi peserta yang meninggal dunia. 
       Untuk pertama kali ditetapkan usia pensiun 56 tahun mulaai 1 januari 
2019 usia pensiun menjadi 57 tahun, dan setiap 3 (tiga) tahun berikutnya usia 
pensiun ditambah 1 (satu) tahun sampai mencapai usia 65 tahun. 
       Perbedaan antara Jaminan  Hari Tua dengan Jaminan Pensiun dapat 
terlihat dari tujuannya. Tujuan dari jaminan hari tua adalah sebagai tabungan 
dari bagian pendapatan selama aktif bekerja yang disisihkan untuk bekal 
memasuki hari tua.Sedangkan jaminan pensiun bertujuan untuk mengganti 
pendapatan bulanan untuk memastikan kehidupan dasar yang layak saat 
memasuki hari tua.Besar manfaat dari jaminan hari tua adalah akumulasi iuran 
ditambah hasil pengembangan.Sedangkan besar manfaat dari jaminan pensiun 
dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iur, upah selama masa iur 
dan faktor manfaat (faktor akrual). 
       Mekanisme penyelenggaraan jaminan hari tua adalah tabungan wajib dan 
jaminan pensiun adalah asuransi sosial.Jaminan hari tua ditanggung oleh 
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peserta secara sendiri dan individual, jaminan pensiun ditanggung bersama 
secara kolektif oleh peserta.Bentuk program jaminan hari tua adalah tabungan, 
jaminan pensiun adalah manfaat pasti. Pada PP 45 Tahun 2015, manfaat pasti 
dari pensiun dibagi menjadi dua : 
1. Manfaat berkala 
Masa iuran program jaminan pensiun minimal selama 15 tahun. 
Manfaat minimum Rp.314.400 ( disesuaikan kenaikannya setiap 
tahun ). Manfaat maksimum Rp.4.095.750 ( disesuaikan 
kenaikannya setiap tahun). 
2. Manfaat sekaligus 
3. Masa iur program jaminan pensiun kurang dari 15 tahun. 
Macam-macam pensiun : 
a. Pensiun hari tua  
Dengan ketentuan masa iur paling sedikit 15 tahun dan hak peserta 
berakhir bila meninggal dunia. 
b. Pensiun cacat 
Menderita cacat total tetap; membayar iuran dengan density rate 80% dan 
kejadian cacat minimal 1 bulan sejak menjadi peserta dan hak pensiun 
berakhir bila meninggal atau bekerja kembali. 
c. Pensiun janda atau duda 
Membayar iuran dengan density rate 80% dan minimal 1 tahun 
kepersertaan, manfaat 50%x formula dan hak pensiun berakhir bila 
janda/duda meninggal atau menikah kembali 
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d. Pensiun anak 
Peserta meninggal sebelum usia pensiun dan tidak mempunyai istri/suami, 
peserta meninggal setelah MPHT / MPC / tidak punya istri atau suami, 
janda/duda peserta menikah lagi atau meninggal dunia, manfaat 50%x 
formula, dan hak pensiun berakhir saat mencapai usia 23 tahun, bekerja 
atau menikah. 
e. Pensiun orang tua 
Diterima oleh orangtua dalam hal peserta meninggal dan tidak mempunyai 
istri/suami dan anak, manfaat 20%x formula dan manfaat pensiun orngtua 
berakhir pada saat ayah atau ibu penerima manfaat meninggal dunia. 
f. Pembayaran jaminan pensiun secara lumpsum apabila peserta memasuki 
usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun, peserta 
mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia bilamana: 
 Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah peserta 
terdaftar dalam program kurang dari satu bulan. 
 Meninggal dunia dengan kepersertaan kurang dari satu tahun. 
 Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan density 
rate kurang dari 80% 
 Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan ketentuan 
memenuhi atau tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun. 
4. Jaminan Kematian ( JK ) 
       Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai 
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial 
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nasional pada pasal 43 sampai dengan pasal 46 mengenai jaminan 
kematian.Jaminan Kematian diberikan kepada peserta yang meninggal 
dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan 
beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunaan 
berupa uang. 
       Dalam program Jaminan Kematian, peserta mendapatkan santunan 
kematian serta santunan berkala selama 24 bulan, biaya pemakaman dan 
beasiswa untuk dua orang anak dengan minimal masa iur 3 Tahun. 
       Besar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayarkan oleh pemberi 
kerja adalah 0.24% dari upah sebulan dengan tingkat risiko sangat rendah, 
0.54% dari upah sebulan dengan tingkat risiko rendah, 0.89% dari upah 
sebulan dengan tingkat risiko sedang , 1.27% dari upah sebulan dengan 
tingkt risiko tinggi dan 1.74% dari upah sebulan dengan tingkat risiko 
sangat tinggi. Upah sebulan dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap. 
       Iuran Jaminan Kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah 
0.3%, iuran Jaminan Hari Tua 5.7% dengan pembagian 2% dibayar oleh 
pekerja dan 3.7% dari pemberi kerja. Iuran jaminan pensiun 3% dengan 
pembagian 1% dibayarkan pekerja dan 2% dibayar pemberi kerja. 
b. Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( 
BPJS) 
Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang BPJS disebutkan tugas BPJS 
yaitu: 
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta 
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b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi   Kerja 
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah 
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta 
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial 
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program Jaminan Sosial 
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 
Sosial kepada Peserta dan masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
berwenang untuk : 
a. menagih pembayaran Iuran 
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendekdan 
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai 
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional 
d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar  
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 
e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan 
f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja 
yang tidak memenuhi kewajibannya 
g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
h. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program Jaminan Sosial 
 
c. Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) 
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Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
BPJS berhak untuk:  
a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 
bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundanga  
b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPJS 
berkewajiban untuk:  
a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta 
b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk       
sebesar-besarnya kepentingan Peserta  
c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik  
mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 
pengembangannya 
d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  
e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 
untuk mengikuti ketentuan yang berlaku  
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f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 
mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya   
g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua 
dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang 
lazim dan berlaku umum;  
j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 
k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 
secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan 
kepada DJSN.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A .Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik 
sekolah menengah pertama swasta di kabupaten Brebes 
       Dari data yang diperoleh oleh penulis,  Jumlah Sekolah Menengah Pertama 
Swasta di Kabupaten Brebes berjumlah 75 dengan jumlah tenaga pendidik 
sebanyak 1159. Penulis mengambil 5 sampel sekolah menengah pertama swasta 
di kabupaten brebes yang akan diwawancara sebagai perwakilan dari keseluruhan 
sekolah menengah pertama swasta dikabupaten brebes. 
       Penulis berkunjung untuk melakukan wawancara kepada pihak Sekolah 
Menengah Pertama PGRI Brebes Perihal Peranan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan 
hukum bagi tenaga pendidik sekolah menengah pertama swasta di kabupaten 
brebes. Penulis bertemu dengan pengurus Sekolah Menengah Pertama PGRI 
Brebes. Penulis menanyakan perihal peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal 
kepersertaan tenaga pendidiknya yang sudah ikut  program BPJS Ketenagakerjaan 
kepada pengurus SMP PGRI brebes, beliau menjelaskan bahwa sekolah yang 
berjumlahkan tenaga pendidik sebanyak tiga puluh (30) orang dengan 16 tenaga 
pendidik perempuan dan 14 tenaga pendidik laki-laki tersebut, sudah sebagian 
besar telah ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu sejumlah 25 orang. 
Dimana lima orang yang belum terdaftar, nantinya akan segera didaftarkan 
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apabila yang bersangkutan sudah bersedia. Program yang didaftarkan ada dua 
yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penulis juga menanyakan 
perihal sistem pencairan dana serta kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
kepadapengurus SMP PGRI brebes, kemudian beliau menjawab, “sejauh ini, 
BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja dengan baik terhadap pesertanya. Meski 
demikian, belum pernah ada tenaga pendidik yang mengalami kecelakaan kerja 
maupun meninggal dunia sehingga pencairan program BPJS Ketenagakerjaan 
belum terlihat secara nyata”. Kemudian Penulis menanyakan kepada pengurus 
SMP PGRI brebes perihal tenaga pendidik yang mengetahui program BPJS 
Ketenagakerjaan, pengurus SMP PGRI brebes menjawab, “tenaga pendidik di 
SMP PGRI BREBES sudah mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan yang 
telah didaftarkan sejak adanya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan pada pihak 
sekolah”.Penulis menanyakan perihal saran bagi BPJS Ketenagakerjaan kepada 
pengurus SMP PGRI brebes, beliau menjawab, “ kita berlatih amal namun tak 
terlihat. BPJS Ketenagakerjaan diharapkan akan lebih terbuka terhadap 
masyarakat dan terbuka dalam pengelolaan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan 
lebih baik lagi” 
Berdasarkan hasil survey dengan pihak sekolah menengah pertama PGRI Brebes, 
dapat diperoleh bahwa adanya pelanggaran atas tidak terpenuhinya Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang menyebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang 
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta 
program Jaminan Sosial” yaitu tidak ikutnya 5 tenaga pendidik SMP PGRI Brebes 
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dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya adalah wajib. Oleh sebab itu, 
Peranan BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal, karena belum seluruhnya tenaga 
pendidik SMP PGRI ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, 
berdasarkan keterangan dari pengurus SMP PGRI brebes mengenai kurang 
terbukanya BPJS Ketenagakerjaan pada peserta dan pengelolaan dana 
membuktikan bahwa belum terlaksananya pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban 
BPJS Ketenagkerjaan Dalam memberikan informasi kepada pesertanya mengenai 
pengembangan dana aset jaminan sosial, dana aset BPJS, serta kondisi keuangan 
kepada pesertanya. 
       Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan pihak Sekolah Menengah 
Pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan Umat Perihal Peranan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka 
memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik sekolah menengah 
pertama swasta di kabupaten brebes. Penulis bertemu dengan Kepala Sekolah 
Menengah pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan Umat Brebes. Penulis 
menanyakan perihal peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepersertaan 
tenaga pendidiknya yang sudah ikut  program BPJS Ketenagakerjaan kepada 
Kepala Sekolah Menengah pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan Umat 
Brebes, beliau menjawab  “sekolah ini memiliki 10 tenaga pendidik dengan 5 
tenaga pendidik wanita dan 5 tenaga pendidik laki-laki. Sudah ikut dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan sejak berdirinya sekolah pada tahun 2016. Tenaga 
pendidik yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan ada 8 tenaga 
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pendidik dimana tenaga pendidik yang belum terdaftar nantinya akan didaftarkan 
apabila pihak yang bersangkutan sudah menyanggupinya”. Penulis juga 
menanyakan perihal sistem pencairan dana serta kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
kepadaKepala Sekolah Menengah pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan 
Umat Brebes, beliau menjawab  “sistem pengajuan klaim pada BPJS 
Ketenagakerjaan sudah baik, untuk pembiayaan kecelakaan kerja diberikan 
sampai sembuh. Hanya saja, komitmen dengan rumah sakit daerah dengan swasta 
yang belum sinkron sehingga pelayanan dari masing-masing rumah sakit berbeda-
beda. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai PR untuk bekerja sama dengan rumah 
sakit atau badan kesehatan lebih baik lagi “. Kemudian penulis menanyakan 
perihal tenaga pendidik yang mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan, Bapak 
Kepala Sekolah Menengah pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan Umat 
Brebes menjawab “Sebagian tenaga pendidik sudah tahu program BPJS 
Ketenagakerjaan yang telah di daftarkan sejak sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan 
pada pihak sekolah”. Penulis menanyakan perihal saran untuk 
BPJSKetenagakerjaan kepadaKepala Sekolah Menengah pertama Islam Terpadu ( 
SMPIT ) Harapan Umat Brebes, beliau menjawab “BPJS merupakan sistem yang 
diselenggarakan Negara sebagai alat bantu dalam hal pembiayaan kesehatan yang 
sangat membantu.” 
       Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah islam terpadu ( SMPIT ) Harapan 
Umat dapat diperoleh bahwa peranan BPJS Ketenagakerjaan belum optimal 
karena masih belum terpenuhinya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa 
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“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan 
di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” yaitu dua tenaga 
pendidik yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 
demikian, peranan BPJS Ketenagakerjaan perlu diperbaiki agar seluruh tenaga 
pendidik di sekolah menengah pertama swasta dikabupaten brebes dapat terdaftar 
dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 
       Setelah itu Penulis melakukan wawancara dengan pihak Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah Brebes. Penulis bertemu dengan Kepala Sekolah 
Menengah Pertama Muhammadiyah Brebes. Penulis menanyakan perihal peranan 
BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepersertaan tenaga pendidiknya yang sudah 
ikut  program BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama 
Muhammadiyah Brebes, beliau menjawab “tenaga pendidik disini berjumlah 13 
orang dan belum ada yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena 
tidak adanya yang menanggung dan melihat pendapatan sekolah yang belum 
memadai dengan jumlah murid yang masih sedikit”. Penulis juga menanyakan 
perihal tenaga pendidik yang mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Brebes menjawab “ belum ada yang 
mengetahui mengenai program BPJS Ketenagakerjaan karena tidak adanya 
sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak sekolah “. Kemudian penulis 
menanyakan perihal kemungkinan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan 
kepadaKepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Brebes, beliau 
menjawab “ jika kemungkinan pendapatan sekolah sudah memadai maka pihak 
sekolah akan menerima dan mendaftarkan tenaga pendidiknya dalam program 
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BPJS Ketenagakerjaan”. Penulis menanyakan perihal saran untuk BPJS 
Ketenagakerjaan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 
Brebes, ia menjawab “karena pendapatan sekolah yang sedikit dengan iuran 
kesehatan yang sudah dipotong macam-macam, untuk iuran BPJS 
Ketenagakerjaan akan berat”. 
       Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
Menegaskan bahwa  “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan 
Sosial” hal ini menunjukkan kurangnya peranan BPJS Ketenagakerjaan yang 
belum dapat mencangkup keseluruhan peserta tenaga pendidik SMP Swasta di 
kabupaten Brebes. 
       Penulis melakukan wawancara dengan pihak Sekolah Menengah Pertama 
NU Terpadu Brebes. Penulis bertemu dengan tenaga pendidik di sekolah 
menengah pertama NU terpadu Brebes. Penulis menanyakan perihal peranan 
BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepersertaan tenaga pendidiknya yang sudah 
ikut  program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga pendidik di sekolah 
menengah pertama NU terpadu Brebes, beliau menjawab  “jumlah tenaga 
pendidik di sekolah ini 16 orang dengan 6 tenaga pendidik perempuan dan 9 
tenaga pendidik laki-laki, dari keenam belas tenaga pendidik disini, sudah 
seluruhnya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ada tiga program 
yang didaftarkan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan 
Kematian. Dengan besar jumlah iuran Rp.120.000 dan didaftarkan sejak tahun 
2018”. Penulis juga menanyakan perihal sistem pencairan dana serta kinerja BPJS 
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Ketenagakerjaan kepada tenaga pendidik di sekolah menengah pertama NU 
terpadu Brebes , ia menjawab “dari pihak sekolah belum pernah ada yang 
mengajukan jadi untuk pencairan dananya secara real belum tahu”. Kemudian 
penulis menanyakan perihal tenaga pendidik yang mengetahui program BPJS 
Ketenagakerjaan, tenaga pendidik di sekolah menengah pertama NU terpadu 
Brebes menjawab, “meskipun seluruh tenaga pendidik SMP NU Brebes sudah 
terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan namun, sebagian dari tenaga 
pendidik belum mengetahui tentang peranan BPJS Ketenagakerjaan dan 
programnya. Karena pihak sekolah tidak mendapatkan sosialisasi langsung dari 
pihak BPJS Ketenagakerjaan dan mendaftar sendiri langsung pada kantornya”. 
Penulis menanyakan perihal saran untuk BPJS  Ketenagakerjaan kepada tenaga 
pendidik di sekolah menengah pertama NU terpadu Brebes, beliau menjawab 
“jangan membebani masalah iuran kepada sekolah yang baru merintis, juga 
pelayanan yang maksimal dan jangan dilempar-lempar”. 
       Dari hasil wawancara diatas dapat didapatkan bahwa sudah terpenuhinya 
pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dengan seluruh 
tenaga pendidik SMP NU Terpadu Brebes yang telah terdaftar dalam Program 
BPJS Ketenagakerjaan. Namun, peranan BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal 
karena belum terlaksanakannya pasal 13 Undangg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang BPJS yang menegaskan atas kewajiban BPJS. Dalam hal ini, BPJS belum 
secara maksimal memberikan informasi kepada seluruh pesertanya yaitu tenaga 
pendidik SMP NU Terpadu Brebes mengenai Program serta seluruh kewajiban-
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kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh BPJS sesuai dengan yang tertera pada 
pasal tersebut. 
       Penulis melakukan wawancara dengan pihak Sekolah Menengah Pertama 
Pusponegoro Brebes. Penulis bertemu dengan tenaga pendidik di sekolah 
menengah pertama Puspnegoro Brebes. Penulis menanyakan perihal peranan 
BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepersertaan tenaga pendidiknya yang sudah 
ikut  program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga pendidik di sekolah 
menengah pertama Puspnegoro Brebes, beliau menjawab “jumlah keseluruhan 
tenaga pendidik 19 orang dengan 18 orang yang telah mengikuti program BPJS 
Ketenagakerjaan. Satu tenaga pendidik berencana mendaftar apabila sertifikasi 
atas tunjangan profesi sudah diperoleh.Program yang didaftarkan ada tiga yaitu 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari tua. Sudah 
terdaftar sejak tahun 2012 dengan besar iuran Rp.113.000 ” .Penulis juga 
menanyakan perihal sistem pencairan dana serta kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
kepadatenaga pendidik di sekolah menengah pertama Puspnegoro Brebes. Ia 
menjawab “untuk sistem pencairan dananya sudah baik karena pengalaman dari 
kepala sekolah terdahulu yang telah meninggal dunia dan kemudian mendapatkan 
dana kematian hingga mencapai 42 juta “ Kemudian penulis menanyakan perihal 
tenaga pendidik yang mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan, tenaga 
pendidik di sekolah menengah pertama Puspnegoro Brebes.menjawab , “seluruh 
tenaga pendidik sudah mengetahui tentang peranan serta program BPJS 
Ketenagakerjaan sejak dilakukannya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan 
kepada pihak sekolah”. Penulis menanyakan perihal saran untuk BPJS  
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Ketenagakerjaan kepadatenaga pendidik di sekolah menengah pertama 
Puspnegoro Brebes.beliau menjawab “untuk lebih mempermudah klaim atau 
pengajuan dalam pencairan data agar tidak kurangnya informasi sehingga tidak 
memakan waktu” 
       Peranan BPJS Ketenagakerjaan menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 Tentang BPJS dalam hasil wawancara ini  belum terpenuhi karena 
tidak seluruh tenaga pendidiknya terdaftar dan tidak terlaksanakannya pasal 13 
mengenai keterbukaan dalam informasi. 
B. Upaya-upaya apa agar Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama 
Swasta di Kabupaten Brebes di daftarkan dalam Program BPJS 
Ketenagakerjaan 
       Setelah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak sekolah yang telah 
diwawancara, penulis melanjutkan penelitian.Penulis bertemu dengan Kepala 
Cabang BPJS Ketenagakerjaan Brebes. Kemudian penulis menanyakan perihal 
upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam menarik tenaga 
pendidik agar terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Cabang 
BPJS Ketenagakerjaan Brebes menjawab, “ biasanya dalam mengupayakan agar 
tenaga pendidik terdaftar dalam program bpjs Ketenagakerjaan adalah dengan 
cara sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan selama selama tiga kali dengan 
masing-masing menerbitkan teguran tertulis berupa surat peringatan 1 , surat 
peringatan 2 , dan surat peringatan 3 bagi yang belum terdaftar dengan seling 
waktu 2 minggu setelah sosialisasi dilaksanakan  dan dua minggu berikutnya 
setelah surat peringatan pertama diterbitkan hingga pada surat peringatan ketiga.” 
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Penulis menanyakan perihal bentuk sosialisasi yan dilakukan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan kepada sekolah menengah pertama swasta dikabupaten brebes, 
kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan menjawab, “ Sosialisasi yang dilakukan 
adalah memperkenalkan apa itu BPJS Ketenagakerjaan serta program-program 
yang ada didalamnya. Sesuai pasal 13 Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
terkait kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan informasi-informasi 
yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.” Penulis menanyakan 
perihal dampak bagi yang belum terdaftar, bapak kepala cabang BPJS 
Ketenagakerjaan menjawab, „BPJS Ketenagakerjaan juga dapat mengenakan 
denda bagi yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.Pengenaan sanksi 
denda diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak 
berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis berupa surat peringatan ketiga 
berakhir. Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah/kota juga dapat 
dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. “ kemudian penulis 
menanyakan perihal pihak yang ikut dalam sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan lalu 
Bapak kepala cabang menjawab, “BPJS Ketenagakeraan biasanya 
mengikutsertakan Kejaksaan dalam melaksanakan sosialisasinya. Hal ini di 
upayakan untuk menarik para tenaga kerja sehingga tidak ada lagi yang melanggar 
dengan tidak ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain kejaksaan, 
BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi secara mandri dari satu sekolah 
kesekolah lainnya dengan memberikan edukasi kepada tenaga penddik di sekolah 
menengah pertama swasta di kabupaten brebes supaya selain ikut dalam program 
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BPJS Ketenagakerjaan, tenaga pendidik juga dapat mengetahui serta memahami 
program yang didaftar olehnya serta manfaat yang diperoleh dari program 
tersebut” lalu penulis menanyakan perihal upaya lain yang dilakukan BPJS 
Ketenagakerjaan selain bersosialisasi kepada bapak kepala cabang, beliau 
menjawab “Selain sosialisasi, BPJS Ketenagakerjan juga memasang balio di ruas 
jalan serta melakukan penyerahan simbolis kepada peserta program BPJS 
Ketenagakerjaan sebagai kenangan juga melakukan pemasangan iklan di radio. 
Hal tersebut sudah dilakukan sehingga dapat diharapkan membuat banyak orang 
yang mengetahui mengenai BPJS Ketenagakerjaan apabila masih ada pihak yang 
belum sempat ikut dalam sosialisasi maupun belum merasakan sosialiasi yang 
diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dapat dilihat pada ruas jalan brebes, sudah 
terpasangnya balio BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pengenalan kepada 
masyarakat” Penulis juga menanyakan perihal hambatan yang dilalui oleh BPJS 
Ketenagakerjaan selama ini dalam memperkenalkan program BPJS 
Ketenagakerjaan kepada tenaga pendidik khusunya sekolah menengah pertama 
swasta dikabupaten brebes, kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan menjawab, “ 
kendala yang dialami BPJS Ketenagakerjaan adalah kurangnya kepahaman 
masyarakat / tenaga pendidik khususnya sekolah menengah pertama swasta di 
kabupaten brebes mengenai program dari BPJS maupun BPJS Ketenagakerjaan 
itu sendiri. Karena sampai sekarang belum adanya cara lain supaya tenagaa 
pendidik lebih mengerti akan BPJS Ketenagakerjaan sehingga apabila sosialisasi 
tersebut dilaksanakan, tenaga pendidik sekolah menengah pertama swasta 
dikabupaten brebes tidak merasa asing lagi serta lebih peduli terhadap manfaat 
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dari program BPJS Ketenagkerjaan sehingga tidak ada lagi tenaga pendidik yang 
tidak mengetahui BPJS Ketenagakerjaan”. 
Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 menyebutkan bahwa 
kewajiban BPJS Ketenagakerjaan yaitu : 
a.  memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta 
b.  mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk       sebesar-
besarnya kepentingan Peserta  
c.  memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik  mengenai 
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya 
d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  
e.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 
mengikuti ketentuan yang berlaku  
f.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan 
hak dan memenuhi kewajibannya   
g.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan 
pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
h.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun 
i.  membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang 
lazim dan berlaku umum;  
j.  melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam 
penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 
k.  melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara 
berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada 
DJSN. 
Hal tersebut sudah sesuai dengan upaya yang dilakukan BPJS 
Ketenagakerjaan dalam mendaftarkan tenaga pendidik sekolah menengah pertama 
swasta di kabupaten brebes kedalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan 
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memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta terkait dengan 
program BPJS Ketenagakerjaan.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 
1. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pihak Sekolah Menengah Pertama 
Swasta yaitu sekolah SMP PGRI Brebes, SMP Islam Terpadu Harapan 
Umat (SMPIT ) Harapan umat, SMP NU Terpadu Brebes, SMP 
Muhammdiyah Brebes dan SMP Pusponegoro Brebes, Peranan BPJS 
Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga 
pendidik SMP swasta belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya 
tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan dan masih banyaknya tenaga pendidik yang sudah 
mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan namun belum mengetahui 
secara pasti peranan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri bahkan ada 
yang tidak mengetahui program apasaja yang telah diikutinya.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendaftarkan 
tenaga pendidik sekolah menengah pertama swasta seperti mengadakannya 
sosialisasi kepada pihak sekolah menengah pertama swasta belum 
terlaksana secara optimal, karena masih banyaknya sekolah-sekolah 
seperti SMP NU Terpadu Brebes, juga SMP Muhammadiyah Brebes yang 
belum merasakan Sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga 
masih banyaknya tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam BPJS 
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Ketenagakerjaan seperti pada SMP Muhammadiyah Brebes. Adapula yang 
sudah terdaftar namun belum mengetahui program apasaja yang 
didaftarkannya dan belum mengetahui secara jelas peranan dari BPJS 
Ketenagakerjaan karena belum adanyanya sosialisasi dari BPJS 
Ketenagakerjaan kepada pihak sekolah tersebut misalnya pada SMP NU 
Terpadu Brebes. 
 
B. Saran  
1. Untuk Pihak BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya melakukan sosialisasi 
secara keseluruhan supaya tidak ada lagi sekolah menengah pertama di 
kabupaten brebes yang belum merasakan sosialisasi dari pihak BPJS 
Ketenagakerjaaan sehingga diharapkan supaya tidak ada lagi tenaga 
pendidik yang belum mengetahui peranan dari BPJS Ketenagakerjaan 
maupun tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan. 
2. Untuk pihak sekolah menengah pertama swasta di kabupaten Brebes yaitu 
SMP PGRI Brebes, SMP NU Terpadu Brebes, SMP Muhammadiyah 
Brebes , SMP Islam Terpadu ( SMPIT ) Harapan Umat, dan SMP 
Pusponegoro Brebes sebaiknya untuk segera mendaftarkan tenaga 
pendidiknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena kepersertaan 
BPJS yang wajib dan BPJS yang memiliki wewenang dalam memberikan 
sanksi administratif bagi tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam 
BPJS Ketenagakerjaan. 
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